
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UT ARA

NOMOR 2 TAHUN 2A24

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERI UTARA NOMOR 80
TAHUN 2}fi TENTANG KOMISI PENYULUHAN PROVINS] SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang:

Mengingat :

d-.

b"

C.

1.

2.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubenrur sumatera utara
Nomor 80 Tahun 2a17, telah ditetapkan Komisi penyuluhan

Provinsi Sumatera Utara;

bahwa dalam rangka menyesuaikan 
' iengan nomenklatur

berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi sumatera Utara
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemben tukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumater, r Utara, peraturan

Gubernur sebagaimana dimaksud da am huruf a, perlu

diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan set agaimana dimaksud
daiam huruf a dan huruf b, perlu m,,netapkan peraturan

Gubernur tentang Perubahan Atas i)eraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 80 Tahun 2 )17 tentang Komisi

Penyuluhan Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat (6) [Jndang-Undang Daiar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2,)A6 tentang Sistem

Penyrrluhan Pertanian, Perikanan, dan hehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesaia Tahun 2AA6 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4660);
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3. undang-undang Nomor 12 Tahun 2a7l entang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembr.ran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oLL Nomor 92, i ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 523 +) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Ur rdang=undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang perubahan }-edua Atas undang-
Undang Nomor L2 Tahun 2oll teatang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan {Lembi ran Negara Republik
indonesia Tahun 2A22 Nomor l4Z, i ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 68011,

4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or41 entang pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Ir donesia Tahun 2aru
Nomor 241, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah treberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor g r rhun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas undang-undar g Nomor 2s rahun
2aA tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Norior sB, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N< mor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2:,, tentang peneta_pan

Peraturan Pemerintah Pengganti unda rg-undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja men adi Undang-Undang

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tr,hun 2ozs Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republ:k Indonesia Nomor

6856i;

6. undang-undang Nomor 8 Tahun 2a n tentang provinsi

sumatera- Utara (Lemba-ran Negara Repullik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembari,n Negara Republik

Indonesia Nomor 686fl;
7 " Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2at'2 tentang penguatan

Fungsi PenSruluhan Pertanian (Lembar an Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 57);
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Menetapkan :

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 20ls
tentang Pembentukan Produk Hukum )aerah (Berita Negara

Republik indonesia Tahun 201s Nomr r 20361 sebagaimana

teiah diubah dengan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor

12o rahun 2o18 tentang Perutrahan A as peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 'entang pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negar r Republik Indonesia

Tahun 2A19 Nomor 157|;

9. Peraturan Daerah Nomor I Tahun zaZz ientang pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Pror insi sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi sumatera Utara Tahun Zazz
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerr h provinsi sumatera
Utara Nomor 64J;

10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2 )23 tentang Susunan

organisasi Perangkat Daerah (Berira Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun 2A23 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG J'ERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA I'TARA NOMOR 80

TAHUN 2OT7 TENTANG KOMISI PENY JLUHAN PROVINSI

SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gube nur Sumatera Utara
Nomor 8o rahun 2a17 tentang Komisi r)en)ruluhan provinsi

sumatera utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera utara Tahun
2AL7 Nomor 80) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 5, angka 6, angka 7, tian angka 8 pasal 1,

diubah sehingga berbunyi sebagai berik rt :
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Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dirraksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Jlara.

2. Pemerintahan Daerah adalah peno.elenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan De\a'a.n

Perwakilan Rakyat Daerah menur irt asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prin* ip Negara Kesatuan

Repubiik Indonesia sebagaiman a dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala laerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Dae rah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerint;'han yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah selanjutnya diseb rt Gubernur adalah

Gubernur Sumater a Utara.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangar , Tanaman Pangan

dan Hortikuitura adalah Kepal, Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Iiortikuitura Provinsi

Sumatera Utara.

6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan adalah

Kepala Dinas Perkebunan dan I eternakan Provinsi

Sumatera Utara.

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera

Utara.

8. Kepala Dinas Lingkungan Hid,rp dan Kehutanan

adalah Kepala Dinas Lingkr ngan Hidup dan

Kehutanan Provinsi Sumatera Uta ra.

9 " Sistem penl,'uluhan pertanian. perikananT dan

kehutanan yang selanjutnya disebut sistem

penyuluhan adalah seluruh rangtr.aian pengembangan

kemampuan, pengetahuan, keter rmpila-n, serta sikap

pelaku utama dan pelaku usaha r relalui penyuluhan.
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10. Pertanian yang mencakup tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang
selanjutnya disebut pertanian ada ah seluruh kegiatan
yang meliputi usaha hulu, usaht tani, agroindustri,
pemasaran, dan jasa penunjang :engelolaan sumber
daya alam hayati dalam agroekosis em,vang sesuai dan
berkelanjutan, dengan bantuan teknoiogi, modal,
tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan
manfaat sebesar-besarnya br,.gi kesejahteraan
masyarakat.

11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfi atan sumber daya
ikan dan lingkungannya secara b':rkelanjutan, mulai
dari praproduksi, produksi, pengoli han sampai dengan
pemasaran yang dilaksanakan d rlam suatu sistem
bisnis perikanan.

L2- Ikan adalah segala jenis organism( yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

13. Kehut.anan adalah sistem pengurusan ]rang bersangkut
paut dengan hutan, kawasan hutr n, dan hasil hutan
yang diselenggarakan secara terpadu dan
berkelanjutan.

14. Kawasan hutan adalah wilayah terr entu yang ditunjuk
danf atau ditetapkan oieh prmerintah untuk
dipertahankan keberadaannya sebl gai hutan tetap.

15. Pelaku utama kegiatan pertania r, perikanan, dan
kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama
adalah masyarakat di dalam dan 1i sekitar kawasan
hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pemtrud,i

daya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.
16. Masyarakat di dalam dan di sekirar kawasan hutan

adalah penduduk yang bermukin di dalam dan di
sekitar kawasan hutan yang rnemiliki kesatuan
komunitas sosial dengan kesamaar mata pencaharian

yang berSanrung pada hutan dan aktivitasnya dapat
berpengaruh terhadap ekosistem hr ltan.
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17. Penyuluhan adaiah proses pembe iajaran bagi pelaku

utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan

mampu menolong dan mengorl.anisasikan dirinya

dalam mengakses informasi pasar, teknologi,

permodalan, dan sumber daya lai:inya, sebagai upaya

untuk meningkatkan produktivit rs, efisiensi usaha,

pendapatan, dan kesejahi eraannya, serta

meningkatkan kesad.aran dalam pelestarian fungsi

lingkungan hidup.

18" Kelemtragaan pen\uluhan adalah Lembaga pemerintah

dan/atau masyarakat yang merepunyai tugas dan

fungsi menyelenggarakan penyulu tan.

t9. Komisi Penyuluhan Pertanian Perikanan, dan

Kehutanan yang seianjutnya disebut Komisi

Penyuluhan adalah kelembagaa r independen yang

dibentuk pada tingkat pusrrt, provinsi, dan

kakrupaten/kota yang terdiri atas tara pakar dan/atau

praktisi yang mempunyai keahi.an dan kepedulian

dalam bidang penyuluhan e tau pembangurran

perdesaan.

ZCI. Komisi Penlruluhan Provinsi Sl matera Utara yang

selanjutnya disingkat KPP Sumut, adalah kelembagaan

Non Stuktural yang ber sifat independen,

berkedudukan dibawah dan bertarggungiawab kepada

Gubernur Sumatera Utara me iaiui Kepala Dinas

Ketahanan Pangan, Tanaman Pan;an dan Hortikultura

Provinsi Sumatera Utara.

2. Ketentuan ayat {1}, ayat (2}, dan ayat {4) Pasal 3, diubah

sehingga berbunyi. sebagai berikut :

Pasai 3

(1) Organisasi KPP Sumut terdiri dar :

a. ketua merangkap anggota;

b. u,akil ketua I merangkap angg -rta;

c. wakil ketua II merangkap angiota;



t-

d. sekretaris merangkap anggota;

e. wakil sekretaris I merangkap a rggota;

f. wakil sekretaris II merangkap r nggota;

g. anggota.

l2l Keanggotaan dari Kpp Sumut d"itetapkan dengan
Keputusan Gubernur atas usr ilan Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman pang an dan Hortikultura,
Kepala Dinas perkebunan dan peternakan, Kepala
Dinas Kelautan dan perikan,rn, Kepala Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Tanaman pangan dan Hortikultura;

(3) Ketua KPP sumut adalah seseora ig yang berasal dari
unsur diluar peja_bat pemerintah;

(4) Sekretaris KPP Sumut ad,aleh kepala bidang
penyuiuhan pada Dinas Ketahana a pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura;

(5) Semua anggota KPP Sumut adalah anggota penuh yang
mempunyai hak dan kewajiban yar g sama;

J Ketentuan a,rzat {1} Pasal 8 diubah, sehin 4ga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 8

(1) Ketua KPP Sumut mempunyai t rgas dan tanggung
jawab:

a. penanggungjawab seiuruh kegir tan Kpp Sumut;
b'. memimpin rapat/pertemuan;

c. mengarahkan kegiatan Kpp Sur rut;
d. mewakili KPP Sumut dalam hub *ngan dengan pihak

iuar; dan
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e. menyampaikan rekom::ndasif saran_saranf
masukan dan li poran secara

berkala/tahunan/akhir tugas kepada Gubernur
dengan ditembuskan kepa la Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Tanarran pangan dan

Hortikultura, Kepala Dinas perkebunan dan
Peternakan, Kepala Dinas Keli utan dan perikanan

dan Kepaia Dinas Lingkr. ngan Hidup dan

Kehutanan.

t?l Wakil Ketua I dan II KPP Sumut rr empunyai tugas dan
tanggung jawab :

a. melaksanakan tugas dan fu rgsi ketua, apabila
ketua berhalangan;

b. menjadi penghubung Kpp Sumut dengan

Pemerintah Daerah melalui din;ts lingkup pertanian,

perikanan dan kehutanan;

c. melaksanakan tugas-tugas kh rsus yang diberikan
oleh rapat KPP Sumut danf ata* ketua Kpp Sumut;

dan

d. bersa-ma-sama dengan sekrelaris memLruat dan

menyampaikan laporan bulanan kegiatan Kpp

Sumut kepada ketua KPP Sumr rt.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 11, diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1 1

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kpp

Sumut dibantu oleh sekretariat.

(2) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu
Sekretaris KPP Sumut dalam aspr k teknis, pelayanan
keadministrasian, dan pembiayt an dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fung;i Kpp Sumut.
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(3) Dalam melaksanakan tugas tr okok sebagaimana

dimaksud pada ayat {2i, sekretaria mempltnyai fungsi:

a. menyusun perencanaan progr am, anggaran, dan

laporan Sekretariat KPP Sumu1.

b. fasilitasi penyiapan kegiatan p rrumusan kekrijakan

KPP Sumut;

c. pemberian dukungan kegiat;rn penyelenggaraan

rapat-rapat dan pertemuan serta memfasilitasi

kegiatan hubungan antar lemb rga KPP Sumut; dan

d. pemberian dukungan admin strasi kepada KPP

Sumut.

(4) Sekretariat dilaksanakan oleh bide ng penyuluhan pada

Dinas Ketahanan Pangae, Tan rman Pangan Dan

Hortikultura.

(5) Dalam meLaksanakan tugas poko <, Sekretariat secara

fungsional bertanggungjawakr kepada Ketua KPP Sumut

dan secara administratif kepada krpala dinas.

(6) Sekretariat terdiri dari:

a. panitera;

b. tim perumus.

(7\ Keanggotaan Sekretariat sebagain,ana dimaksud pada

ayat (6) ditetapkan oleh Kepal r Dinas Ketahanan

Pangan, Tanaman Pangan dan Hor tikultura.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingl;a berbunyi sebagai

berikut :

Pasai 17

Biaya yang di.perlukan untuk penyelen;lgaraan kegiatan KPP

Sumut bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikeloia

oleh bidang penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan,

Tanaman Pangan Dan Hortikultura dan

b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berli ku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyt, memerintahkan

pengundangarl Peraturan Gubernur ini der.gan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utr ra'

Ditetapkan di Merian

pada tanggal 26 ,lanuari 2024

PJ. GUBERNUR S JMATERA UTARA,

HASSANUDIN

Diundangkan di Medan

pada tanggal 31 Januari2A24

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Sesuai dengan Aslinya

PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 19710413 199603 1 002

ttd

ttd


